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. bahwa dalam rangka melindungi konsumen dan produsen pangan

hewani untuk mewujudkan pangan Aman, Sehat, Utuh dan Halal,
maka Tempat Potong Hewan serta pungutan retribusi atasnya
merupakan kewenangan kabupaten yang sekaligus menjadi
sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan
pendapatan asli daerah.

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu

menetapkan Peraturan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2104);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana ( Lembarana Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037 );

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1993 tentang Karantina

Hewan, lkan dan Tumbuhan ( Lembarana Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3482 );

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembarana Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia ( Lembarana Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3710 );

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
( Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No 4389 );

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4436);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kota Kotamobagu ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Repoblik Indonesia Nomor 4680 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977
tentang Usaha Peternakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3102 );

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258 );

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3692 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 );

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk  Rancangan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi
Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998

tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat
I dan Tingkat IT;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Menetapkan

dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Kotamobagu;

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah
Walikota Kotamobagu;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Kotamobagu;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Konsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga,
Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan
oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip
komersil karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sector
swasta; ‘

Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas
rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan
sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki atau dikelolah oleh
pemerintah daerah.

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan hukum
menurut ketentuan perundang-undangan;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi
yang terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah:
Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terhutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau
sanksi administrasi berupa denda;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan
selanjunya didingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah
ditetapkan;



1s.

16.

17.

18.

19.

20.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, dan selanjunya
didingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak
seharusnya terhutang;

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah vyang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Kandang inap adalah kandang tempat penampungan ternak
sebelum ternak dipotong;

Kandang karantina adalah kandang tempat penampungan ternak
yang sakit untuk mendapatkan perawatan;

Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan dan
atau pengujian sesudah ternak dipotong;

Tempat pelayuan adalah tempat melayukan daging sebelum
dipasarkan;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan / ternak termasuk pemeriksaan kesehatan
hewan sebelu dan sesudah potong.

Pasal 3

1) Obyek retfib@si% pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan / ternak yang meliputi :

oo o

Penyewaan kandang inap dan karantina

Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah potong
Pemakaian tempat pemotongan

Pemakgiafn tempat pelayuan daging

Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong;

2) Tidak termags,uk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging import
dan pelayanan rumah potong yang dikelolah perusahaan daerah.

Subjek Retribusi
hewan .

Pasal 4

,%adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong

BAB II1
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah hewan

ternak yang akan dipotong.



BAB V
PRINSIP DASAR DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8
(1) Struktur tarif dlgolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang
dipotong.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah
(3) Dalam hal tanf pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah

pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang
meliputi :

a. Unsur blaya per satuan penyediaan jasa
b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
(4) Biaya sebaga.lmana pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. Biaya operasxona} langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak
tetap, bekan_}a barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan
semua biaya rutin / periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

b. Biaya tldak langsung yang meliputi administrasi umum dan biaya lainnya yang
mendukung penyediaan jasa.

c¢. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya berjangka
menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan
bangunan serta penyusutan asset;

d. Blaya-blaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas
pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase
tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan
sebagai berikut

: JENIS TERNAK YANG DILAYANI |
No JENIS PELAYANAN Sapi / Kerbau / Kambing /
\ Kuda Babi Domba / Anjing
(Rp/ ekor.) (Rp / ekor.) (Rp/ekor.)
1 | Pemakaian Kandang Inap / 7.500,- 5.000,- 1.500,-
2 Pemeﬁksa;zln Hewan Sebelum 2.500,- 2.500,- 1.500,-
Dipotong |
3 | Pemakaian Tempat Pemoto- 9.000,- 4.500,- 3.500,-
ngan
4 Pemenksaan Sesudah Dipo- 2.500,- 2.500,- 1.500,-
tong ‘
5 | Pemakaian Ruang Pelayuan 3.000,- 2.000,- 1.500,-
Daging |
Juml a h 24.500,- 16.500,- 9.500,-
6 PelayahanzPengangkutml Rp. 50,-/1Kg/1Km
7 Pemotongan Unggas Rp. 250 / ekor
Pcmenksadn Keschatan
8 | Hewan yang dipotong Untuk 7.500,- 5.500,- 3.500,-
Hajat




